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Abstrak
 

[Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang terkait satu dengan yang

lain. Pemilu menjadi cara yang dipilih untuk menciptakan wakil-wakil rakyat yang dapat merepresentasikan

keinginan dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilangsungkan untuk memilih anggota legislatif dan

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus

memenuhi persyaratan untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Persyaratan

tersebut adalah syarat suara mayoritas mutlak dan syarat persebaran suara. Kedua syarat tersebut diatur

dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014,  syarat

persebaran suara tidak diberlakukan. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden. Padahal, kehadiran syarat persebaran suara adalah untuk mengakomodasi keberagaman antar

daerah di Indonesia. Keberagaman atau perbedaan tersebut terutama dalam hal jumlah penduduk. Hadirnya

syarat persebaran suara juga menjadikan daerah sebagai objek sehingga kelak daerah dapat memberikan

legitimasinya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ketidakberlakuan syarat

persebaran suara akan membawa berbagai dampak baik dari sisi pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden maupun dari sisi daerah. Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah perolehan suara yang

terpusat di daerah-daerah tertentu, muncul konsep minority of directors vs. majority of directed, kampanye

yang berfokus pada daerah tertentu, dan pengesampingan makna demokrasi, People’s sovereignty,

democracy, and election are connected to each other.  Election happens to be the method that is chosen to

generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is

held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must

fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the

majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are

regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement

was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter

of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among

regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes

also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the

Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential

candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of

absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if

directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the

meaning of democracy will be neglected.]
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